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STRATEGI HEDGING INDONESIA TERHADAP KLAIM TERITORIAL
CINA DI LAUT CINA SELATAN
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Email: aisya.rasyidila@ui.ac.id
University of Glasgow
Abstrak
China’s territorial claim extended along the waters of South China Sea. With the
support of its economic and military power as a rising power of Asia Pacific, China
exert a lot of expense to conduct diplomacy with other claimant states, and did not
hesitate to use its force. China’s effort to asset its claim seen as am agresive behavior,
and developing concern among the littoral state, especialy members of ASEAN who
are involved with China in the dispute of South China Sea. Meanwhile, Indonesia, as
the largest country in ASEAN, approaching china both in diplomacy and military
aspect while still maintaining a good relation with United States. This study will
discuss further about decision-making and rationale of Indonesia as a middle power
country, in response to a conflict that involving a regional great power.
Kata kunci
Hedging Strategy, Foreign Policy, Balance of Power, South China Sea, Indonesia,
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Pendahuluan
Indonesia terletak di kawasan Asia Pasifik yang tengah menjadi sorotan dunia
internasional. Hal tersebut tak lain disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi
negara-negara yang ada di dalamnya, terutama Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Di
antara negara-negara tersebut, Cina merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi
yang paling pesat. Pertumbuhan ekonomi Cina juga disertai dengan perkembangan
kekuatan Cina di bidang politik dan militer, sehingga bargaining power Cina menjadi
sangat kuat di kawasan Asia Pasifik. Salah satu dampak dari hal tersebut dapat terlihat
pada penguatan klaim Cina atas wilayah perairan Laut Cina Selatan, yang mencakup
hampir seluruh wilayah perairan tersebut; termasuk fitur-fitur yang ada di dalamnya
seperti kepulauan, barisan karang, bebatuan, dan daratan pasir. 1
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Sengketa Laut Cina Selatan menjadi salah satu kajian utama yang mewarnai
hubungan diplomatik negara-negara litoral di perairan tersebut, yaitu Vietnam,
Malaysia, Brunei, dan Filipina dengan Cina. Selain merupakan ladang perikanan yang
strategis (7% dari seluruh perikanan dunia), Laut Cina Selatan juga dianggap strategis
karena memiliki sumber daya hidrokarbon, gas alam, dan minyak bumi yaitu cadangan
potensial minyak sebanyak 213 milyar barel dan gas alam sebanyak dua kuadriliun
kubik2 yang masih tertimbun di dasar lautnya. Laut Cina Selatan juga merupakan salah
satu jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Asia
Timur dan Samudera Pasifik dengan nilai perdagangan yang melewati Laut Cina
Selatan mencapai 5 milyar USD pertahunnya. Bagi Cina, Laut Cina Selatan merupakan
salah satu “laut dekat” yang dinilai memiliki fungsi strategis bagi keamanan Cina,
sebagai buffer zone-nya di wilayah perairan3.
Apabila ditinjau dari kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan posisi tawarnya
di bidang diplomasi, Cina merupakan negara litoral yang paling unggul dalam sengketa
tersebut. Dalam bidang diplomasi, Cina lebih banyak merangkul negara-negara litoral
Asia Tenggara dengan menggunakan diplomasi jalur bilateral yang lebih tertutup dan
bersifat privat. Tetapi setelah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan Cina di
tahun 1992 dan serentetan konflik bersenjata di antara Cina dan Filipina di tahun
19954; ASEAN bereaksi dengan merumuskan Declaration on the South China Sea,
yang menyerukan negara-negara yang terlibat sengketa di Laut Cina Selatan untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai. Meskipun pada saat itu, Cina
menolak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melewati jalur multilateral; sejak
tahun 1990 Beijing mulai merubah posisinya dan bergabung ke dalam berbagai
kerangka kerjasama multilateral yang disediakan oleh ASEAN 5. Cina juga
memanfaatkan kekuatan ekonominya di dalam kerangka kerjasama multilateral—saat
ini tercatat bahwa Cina merupakan negara partner perdagangan ASEAN yang terbesar,
sehingga banyak negara-negra ASEAN yang memiliki ketergantungan ekonomi
terhadap Cina6.
Melihat perkembangan Cina di kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat (AS),
sebagai salah satu aktor eksternal di kawasan ini mulai memperkuat kembali posisinya
di Asia Pasifik (rebalancing). Hal ini ditunjukkan dengan penandatanganan
kesepakatan bilateral penempatan pasukan AS di Darwin oleh Presiden AS, Barrack
Obama dan Perdana Menteri Australia, Julia Gillard, pada bulan November tahun 2011
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untuk menempatkan pasukan 2500 marinir Amerika Serikat di Darwin hingga tahun
20177.
Penempatan pasukan AS di Darwin membuat Indonesia diapit oleh dua
kekuatan besar yang berpotensi untuk berkonflik. Dislokasi matra laut Cina dan AS
yang dilakukan secara horizontal membuat Indonesia berada di dalam jalur pelayaran
AS ke Laut Cina Selatan (melalui Selat Sunda dan Selat Lombok), dan termasuk ke
dalam jangkauan serang armada Laut Cina. Indonesia sendiri sebenarnya telah
memperkirakan di awal tahun 1990-an bahwa Laut Cina Selatan akan muncul menjadi
titik konflik di kawasan. Meskipun bukan negara yang terlibat langsung di Laut Cina
Selatan, Indonesia tetap terkena dampak dari konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan,
baik itu dari segi stabilitas politik kawasan, ekonomi, dan militer (dari spillover effect
dan arms race di kawasan Asia Tenggara).8Tiga hal tersebut menjadikan isu Laut Cina
Selatan menjadi penting bagi Indonesia. Karena itu, klaim Cina di Laut Cina Selatan
seharusnya tidak hanya membuat Indonesia mempertimbangkan ulang strategi
diplomasinya terhadap Cina, tetapi juga mempertimbangkan posisinya terhadap
negara-negara kawasan Tenggara—sebagai poros dari kebijakan luar negerinya.
Idealnya—berdasarkan teori balance of threat9—Indonesia melakukan balancing
terhadap kebijakan Cina bersama negara-negara ASEAN; untuk menjaga stabilitas
kawasannya.
Akan tetapi hinga saat ini, kebijakan luar negeri Indonesia menunjukkan tren
yang sebaliknya. Dari tahun ke tahun (sejak revitalisasi hubungan Indonesia-Cina pada
tahun 1990), Indonesia terus merangkul Cina di dalam kerjasama-kerjasama
multilateral di dalam tubuh ASEAN, menerima bantuan luar negeri Cina (pada krisis
1997 dan tsunami Aceh di tahun 2004), dan berpuncak pada pembentukan kerjasama
strategis Indonesia pada tahun 2005. Selain itu, dalam kerangka Laut Cina Selatan,
Indonesia tidak banyak berkomentar mengenai tindakan-tindakan agresif Cina di Laut
Cina Selatan10, dan menyelenggarakan pembuatan Code of Conduct bagi Cina (yang
juga melibatkan negara-negara ASEAN lainnya)—Hal ini menjadi suatu kasus yang
unik untuk dipelajari, karena Indonesia memiliki sejarah hubungan diplomatik yang
kelam dengan Cina, khususnya setelah hubungan Beijing-Jakarta dibekukan pada tahun
1967 karena pengaruh komunis Beijing dinilai terlalu mendominasi pemerintahan
Indonesia. Berdirinya kerjasama kemitraan menjadi sebuah titik fundamental yang baru
bagi kedua negara, untuk mengembangkan hubungan yang stabil dan saling
menguntungkan. Di sisi lain, Indonesia berusaha untuk merangkul AS agar Cina tidak
50
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berkembang menjadi ancaman yang lebih besar. Hal tersebut dilakukan dengan tetap
menjaga hubungan baik dengan AS di bawah era pemerintahan Presiden Obama.
Perilaku tersebut dinilai oleh banyak pihak sebagai perilaku hedging Indonesia
terhadap Cina. 11
Dengan mempertimbangkan perilaku Indonesia menghadapi konflik di Laut
Cina Selatan, maka inti dari tulisan ini dapat disimpulkan ke dalam sebuah pertanyaan:
mengapa Indonesia melakukan hedging terhadap klaim klaim teritorial Cina di Laut
Cina Selatan?
Perilaku Hedging Indonesia terhadap Cina
Hedging merupakan strategi alternatif dari balancing, bandwagoning, dan
buck-passing di dalam kerangka teori balance of threat. Secara definitif hedging
dilakukan oleh negara ketika negara tersebut merasa tidak yakin dengan intensi sumber
ancamannya.12 Strategi ini memungkinkan negara menjalin hubungan dengan partner
yang perilakunya tak dapat ditebak di masa mendatang; dengan mengandalkan
seperangkat kebijakan yang selain membantu mempererat hubungan bilateral kedua
pihak, juga membantu negara tersebut membangun insurance policy terhadap ancaman
potensial yang ditimbulkan oleh partnernya. 13 Kebijakan yang biasa dilakukan untuk
melaksanakan strategi hedging beragam bagi setiap negara, selama hal tersebut masih
berada di luar strategi bandwagoning atau balancing yang murni. Menurut Kuik Cheng
Chwee, hal tersebut dapat dilakukan dengan limited bandwagoning, perjanjian yang
mengikat, pragmatisme ekonomi, penolakan pengakuan hegemoni, dan balancing tak
langsung (indirect balancing).14
Tabel 1. Perilaku Negara Kecil-Menengah Menghadapi Kekuatan Asimetris

Fungsi

Modus Operandi/Indikator

Bandwagoning

Memastikan bahwa negara

Membentuk aliansi militer dengan

“Profit yang utama”

mendapatan reward dari big

big power, mengkoordinasikan

power

politik keamanan dan luar negerinya

Limited Bandwagoning15

Mendapatkan keuntungan dari

Membentuk aliansi politik dengan big

“Mendapatkan profit

big power di masa depan, tetapi

power, berkoordinasi mengenai

dengan berhati-hati”

berusaha untuk tidak kehilangan

kebijakan luar negeri dan keamanan

otonomi dan hubungan baik

di beberapa sector

dengan big power lain
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Perjanjian Mengikat
“Pentingnya Sosialisasi”

Mengikat big power dalam

Membat dan menjalankan sebuah

kerjasama, untuk

institusi dengan big power melalui

mensosialisasikan norma dalam

kerjasama bilateral dan multilateral

institusi, dengan harapan
membendung big power
tersebut.
Pragmatisme Ekonomi
“Bisnis yang utama”

Dominance Denial
“Berpengaruh boleh,
tetapi tidak mendominasi”

Memaksimalisasi keuntungan

Mendirikan dan menjalankan

ekonomi dari perdagangan

perdagangan langsun dengan negara

langsung dan investasi dari

besar, juga memasuki kerjasama

negara besar, tanpa

ekonomi bolateral dan regional

memedulikan perbedaan politik

dengan negara tersebut.

Menghindari dan mencegah

Memanfaatkan upaya power lain

negara dominan yang memiliki

dalam melakukan balancing,

tendensi untuk mendominasi

memastikan keterlibatan power lain

negara kecil

di regional, memberikan dukungan
terhadap aliansi lain.

Indirect Balancing

Bersiap-siap terhadap

Menjaga hubungan militer (baik

“untuk berjaga-jaga”

kemungkinan ancaman

aliansi formal maupun non-formal)
dengan power lain, dan melakukan
modernisasi militernya sendiri tanpa
menspesifikkan target dari upayanya.

Balancing
“Keamanan yang utama”

Untuk melakukan check and

Masuk ke dalam aliansi militer

counter balance

dengan negara third power lain, dan
memperbaharui persenjataannya,
dengan tujuan membendung power
tersebut.

(Sumber: Dexian, “Hedging for Maximum Flexibility: Singapore’s Pragmatic Approach to Security
Relations with the US and China”, 7)

Indonesia telah melakukan strategi hedging terhadap klaim Cina karena telah
memenuhi faktor resistensi dan engagement, yang ditunjukkan dalam empat perilaku.
Pertama, indirect balancing yang dilakukan Indonesia dengan AS, sebagai sebuah
aktor eksternal yang memiliki kemampuan untuk menyaingi pengaruh Cina, khususnya
di bidang keamanan dan pertahanan. 1617 Indonesia tetap menjaga hubungan kerjasama
dengan AS, meskipun hubungan tersebut sempat tersendat di pertengahan 1990-an
akibat konflik di Timor Leste, sebagai salah satu upaya Indonesia untuk menjaga
hubungan baiknya dengan AS apabila sewaktu-waktu Cina berubah menjadi ancaman
di Laut Cina Selatan.18
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Kedua, dominance denial dilakukan Indonesia dengan cara yang sama seperti
indirect balancing, yaitu dengan menjalin hubungan baik dengan AS. Terdapat sebuah
kekhawatiran mengenai keberadaan pengaruh Beijing di dalam politik domestik
Indonesia, khususnya setelah percobaan kudeta di tahun 1965 yang dicurigai
disponsori oleh Beijing. Karena itu, meskipun pada saat ini Indonesia telah melakukan
normalisasi hubungan diplomatik dengan Cina, Indonesia tetap berusaha agar pengaruh
Beijing tidak mendominasi warna politik dalam negerinya. Hal tersebut juga terjadi di
tingkat regional, di mana Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya berusaha untuk
menciptakan dynamic equilibrium di antara negara-negara eksternal kawasan,
khususnya Cina dan AS, dengan tujuan memastikan bahwa Kawasan Asia Tenggara
terbebas dari pengaruh negara manapun. 19
Ketiga, perilaku hedging Indonesia ditunjukkan dengan pragmatisme ekonomi;
yang ditunjukkan dengan meningkatnya kerjasama di bidang ekonomi kedua negara
dari tahun ke tahun.20 Hubungan kerjasama tersebut juga kemudian menguat di tahun
2005, sehingga memenuhi persyaratan di faktor keempat, yaitu binding engagement di
antara Cina dan Indonesia melalui kerjasama strategis kedua negara baik itu di bidang
ekonomi, sosial-budaya, dan bahkan pertahanan-keamanan. 21 Keempat hal yang
dilakukan oleh Indonesia kemudian dapat mengidentifikasi perilaku Indonesia terhadap
klaim Cina sebagai strategi hedging—atau tidak mengambil sisi.
Analisis Perilaku Hedging Indonesia terhadap Cina
A. Ambivalensi Pandangan Jakarta terhadap Beijing pasca Pembekuan
Hubungan Diplomatik: Pro-Cina vs. Anti-Cina
Cina merupakan negara komunis pertama yang memiliki hubungan diplomatik
dengan Indonesia semenjak pemindahan kekuasaan pemerintah Indonesia dari kolonial
belanda pada tahun 1949. Meskipun hubungan tersebut telah terjalin lebih dari enam
puluh tahun, hubungan diplomatik di antara Indonesia dan Cina bersifat rapuh, dan
dipenuhi berbagai intrik dan kecurigaan satu sama lain. Hal tersebut dikarenakan oleh
pandangan elit-elit Jakarta yang tetap melihat Cina sebagai sebuah negara yang
memiliki peranan besar dalam penyebaran komunis di era perang dingin. 22 Oleh
Jakarta, keberadaan Beijing selalu dipandang melalui tiga kacamata: 1) Penyebaran
komunisme, 2) Perkembangan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan 3) Keberadaaan
pebisnis Cina, sebagai kaum minoritas dengan pengaruh ekonomi yang kuat.23
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Perspektif Indonesia terhadap Cina kerap kali dipengaruhi oleh perspektif masyarakat
Indonesia mengenai etnis Tionghoa di Indonesia; sehingga pandangan awal Indonesia
selalu menganggap Cina sebagai sebuah ancaman bagi politik domestik dan keamana
nasional Indonesia.
Pada masa awal hubungan diplomatik kedua negara, Cina memegang peranan
penting di dalam proses state-building di Indonesia. Di masa itu, Indonesia merupakan
negara yang baru berdiri, dan Cina membantu Indonesia untuk mendaatkan
legitimasinya di dunia internasional. Beijing, dalam hal ini, memiliki kepentingan
untuk mendapatkan dukungan politik dan ekonomi dari etnis Tionghoa yang
berdomisili di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mendukung dan mendanai
pembentukan PKI di Indonesia. Bagi rezim Soekarno di masa itu keberadaan PKI
dianggap sebagai kekuatan yang dapat memberikan perimbangan dari pengaruh Barat,
sehingga keberadaan PKI didukung baik oleh pemerintah Cina maupun pemerintah
Indonesia. Akan tetapi, secara pribadi Soekarno pun tidak memercayai Cina
sepenuhnya. Hal tersebut terkait dengan kekhawatiran Soekarno bahwa ekonomi
Indonesia “dikontrol oleh pihak asing”, mengingat terdapat banyak pengusaha
Tionghoa-Indonesia yang menguasai sektor-sektor strategis di Indonesia—golongan
pengusaha yang kesetiaannya masih diragukan. Terlebih pihak militer dan kelompok
Muslim khawatir bahwa Beijing dapat memberikan pengaruh subversi kepada
masyarakat.24 Meski begitu, pengaruh Cina semakin menguat, yang ditandakan dengan
munculnya PKI sebagai salah satu partai terkuat di Indonesia. 25
Hubungan Indonesia-Cina berakhir pada tahun 1965, ketika PKI dituduh sebagai
promotor utama dalam kudeta pemerintahan Soekarno. Cina dicurigai oleh pemerintah
Indonesia sebagai dalang dari upaya kudeta yang gagal. Pada tahun 1966, Menteri Luar
Negeri Indonesia, Adam Malik, secara resmi menuduh bahwa Cina melakukan turut
campur di dalam politik dalam negeri Indonesia, dengan mendukung PKI melakukan
upaya kudeta. Selanjutnya pada tahun 1967, dalam sebuah wawancara di Mesir, Adam
Malik menuduh Cina menyediakan pelatihan militer pada ribuan orang Indonesia yang
hidup di Cina, sebagai persiapan untuk sabotase militer dan ekonomi Indonesia. 26
Meskipun detil dari kudeta tersebut hingga saat ini masih tetap menjadi misteri, era
baru di bawah Soeharto memberikan label terhadap kounisme (khususnya Beijing)
sebagai sebuah ancaman nasional. Pada tahun 1967-1990, hubungan kedua negara
memasuki periode “pembekuan”. 27
54
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Istilah pembekuan itu memiliki dua impikasi strategis yang bersifat jangka
pandang bagi Indonesia. Pertama, dengan menyatakan bahwa hubungan kedua negara
tidak sepenuhnya rusak, kedua negara dapat melanjutkan hubungan diplomatik secara
mudah apabila keadaan memungkinkan. Kedua, konsep tersebut akan mencegah
terbangunnya hubungan Indonesia dengan Taiwan, karena Indonesia masih mengakui
Cina sebagai partner resminya. 28 Hal tersebut terlihat dari bagaimana Indonesia masih
mendukung perwakilan pihak komunis Cina di PBB, khususnya untuk menjadi anggota
permanen dari Dewan Keamanan. Pada tahun 1971, Adam Malik menyatakan bahwa,
“Tahun ini Indonesia akan mendukung masuknya Cina ke dalam PBB”. Meskipun
pada akhirnya Indonesia memvoting abstain, dianggap aneh oleh sebagian pihak
khususnya karena pemerintah Indonesia—yang sangat sensitif terhadap Cina—
mendukung pihak komunis Cina untuk menduduki posisi yang bergengsi di dalam
Dewan Keamanan. 29 Terlebih, kemampuan rezim untuk mempertahankan order politik
dan sosial sangat penting, sehingga persepsi “triple China threat” (komunisme,
Tionghoa-Indonesia, dan Beijing) tidak pernah benar-benar dihilangkan. 30
Perbedaan suara tersebut menggambarkan dikotomi akan pandangan Indonesia
terhadap Cina. Di satu sisi, Departemen Luar Negeri (Deplu) Indonesia menginginkan
revitalisasi dengan Cina sesegera mungkin. Deplu melihat bahwa pengembalian
hubungan tersebut penting karena beberapa hal; pertama, Deplu melihat bahwa
permasalahan di antara Indonesia dan Cina dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi;
kedua, tindakan anti-Cina Indoneisa menyalahi prinsip Non-Blok yang selama ini
dipegang teguh oleh Indonesia; ketiga, Deplu mempertimbangkan signifikasi pengaruh
hubungan diplomatik dengan Cina bagi Indonesia di dunia internasional. Hubungan
diplomatik dengan Cina menjadi salah satu tren kawasan Asia Tenggara semenjak
tahun 1970-an. Hal tersebut pada akhirnya membuat Indonesia kesulitan dalam
memperoleh peran besar di politik Asia Tenggara. 31 Dapat dilihat pada tahun 1970-an,
ketika Indonesia membatalkan upayanya dalam menjadi perantara penyelesaian
masalah di Kamboja. Pada saat itu, Cina menolak untuk mengirimkan perwakilannya
ke Jakarta, bersamaan dengan dua sekutu terdekatnya yaitu Korea Utara dan Vietnam
Utara. Pertemuan tersebut kemudian dibatalkan karena tanpa kehadiran negara-negara
komunis, khususnya Vietnam Utara dan Cina, pembicaraan tersebut tidak akan
memiliki signifikasi khusus.32
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Pihak lain yang menginginkan pengembalian hubungan Cina-Indonesia berasal
dari kalangan pebisnis. Pada awalnya, kalangan bisnis (khususnya pebisnis Tionghoa)
tidak memiliki kepentingan apapun di dalam dinamika politik antara Cina dan
Indonesia. Para pebisnis Tionghoa khawatir bahwa kedekatannya dengan Cina dapat
membuktikan kecurigaan bahwa kalangan mereka menjadi penyokong dana bagi PKI.
Baru pada pertengahan tahun 1970-an, komunitas bisnis mulai mencari cara untuk
mengembalikan hubungan dagang mereka dengan Cina. Kepentingan kalangan ini
murni di bidang ekonomi, dan tidak dipengaruhi oleh faktor politik.” 33
Sementara itu, pihak militer (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI)
dan golongan Muslim malah berperan sebagai pihak yang menentang revitalisasi
hubungan diplomatik Cina-Indonesia, dan melakukan berbagai upaya untuk
memperkuat posisi mereka sebagai oposisi Cina. 34ABRI sendiri sesungguhnya bukan
sebuah lembaga yang memiliki pandangan politik monolitik, karena pandangan
mengenai normalisasi militer dengan Cina terbagi menjadi dua. Pertama, golongan
tentara yang lebih moderat, yang mendukung normalisasi hubungan kedua negara.
Golongan ini menyadari bahwa hubungan diplomatik dengan negara-negara great
power merupakan hal yang penting dan dapat membantu Indonesia untuk menjaga
keamanan dan ketahanan nasional. Akan tetapi golongan moderat tidaklah terlalu
banyak dibandingkan dengan golongan anti-normalisasi (garis keras) di militer—yang
biasa disebut sebagai “Elang”. Golongan ini menlai bahwa komunisme masih
merupakan sebuah bahaya laten bagi keamanan nasional Indonesia. Mereka percaya
bahwa golongan komunis di Indonesia “tidak akan pernah menghentikan upaya untuk
menjatuhkan pemerintah Indonesia melalui jalur militer, merubah Indonesia menjadi
negara komunis, dan menghancurkan Pancasila”. Selain itu, ABRI juga percaya bahwa
Cina merupakan suporter utama PKI yang berasald dari pihak eksternal di Indonesia
yang—setelah pemberantasan PKI di Indonesia—masih menjaga hubungan dan
dukungannya terhadap golongan-golongan komunis yang tersisa. 35
Selain ABRI, golongan yang menentang normalisasi hubungan Cina-Indonesia
adalah golongan muslim Indonesia. Sama seperti ABRI, golongan muslim pun
memiliki pandangan yang beragam terhadap hubungan Indonesia-Cina. Beberapa
tokoh Islam yang terkenal sepeti Chalid Mawardi (dari NU) dan Ridwan Saidi (dari
Partai Persatuan Pembangunan) melakukan berbagai advokasi mengenai normalisasi
hubungan kedua negara atas dasar-dasar yang mirip dengan Deplu.36 Presiden
56
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Abdurrahman Wahid, yang berasal dari golongan Muslim (diangkat pada tahun 1999,
sembilan tahun semenjak normalisasi hubungan Indonesia-Cina) bahkan menjadi salah
satu tokoh yang paling gencar mempromosikan penghapusan diskriminasi terhadap
masyarakat Tionghoa, dan pengeratan hubungan Cina-Indonesia. 37Akan tetapi
mayoritas golongan Islam khawatir bahwa pengembalian hubungan diplomatik dengan
Cina akan mendukung kemunculan kembali komunis di Indonesia. 38
Golongan terakhir yang menentang normalisasi adalah kelompok nasionalis di
Indonesia. Kelompok ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dan golongan.
Golongan ini memiliki afiliasi yang dekat dengan sebuah warta harian “Merdeka” yang
seringkali disebut sebagai sebuah media yang “Pro-Moskow dan Anti-Beijing”, dan
secara aktif membuat propopoganda mengenai hal tersebut. Kelompok nasionalis
Indonesia juga berpendapat bahwa mengembalikan hubungan diplomatik dengan Cina
merupakan sesuatu yang beresiko, baik itu di dalam bidang politik maupun ekonomi. 39
Perbedaan dua pandangan di Indonesia tersebut (pro-normalisasi vs. antinormalisasi) terus terjadi, bahkan hingga hubungan Indonesia-Cina dikembalikan pada
tahun 1990. Meskipun secara diplomatik Indonesia mulai terbuka pada Cina, hal
tersebut tidak mengubah pandangan fundamental pihak-pihak yang anti-normalisasi
terhadap Beijing. Meskipun secara kasat mata hubungan Cina-Indonesia terus
meningkat pasca revitalisasi; ambivalensi hubungan Cina-Indonesia masih tetap
terjadi. Pada tahun 1994 contohnya, ketika terjadi protes anti-Tionghoa di Medan,
Beijing turun tangan untuk meredakan suasana. Hal tersebut dianggap sebagai salah
satu bukti bahwa hingga masa revitalisasi hubungan, Beijing masih berusaha untuk
melakukan kontrol politik terhadap Jakarta. Hal tersebut tergambar dalam pidato
mantan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja: 40
“Kami masih megingat era tahun lima puluhan, di mana pemerintah Indonesia melarang masyarakat
Tionghoa di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan eknomi di distrik-distrik pedesaan. Sebagai
perwakilan dari negara yang bersahabat, misi diplomatik Cina seharusnya berjalan beriringan dengan
peraturan tersebut, dan menyarankan rakyatnya untuk mematuhinya. Akan tetapi, Cina melakukan hal
yang sebaliknya, dan menyarankan rakyarnya untuk melawan peraturan tersebut. Hal itu telah
mengajarkan kami sebuah pelajaran yang berharga.” 41

Setelah kejatuhan rezim Soeharto di 1998, secara umum pemerintahan Indonesia
cenderung lebih terbuka dalam kebijakan-kebijakannya terhadap Cina. Diskriminasi
etnis Tionghoa dihapuskan, sehingga menghilangkan faktor yang menghambat
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hubungan kedua negara. Selain itu, pembatasan perjalanan ke Cina ditiadakan sehingga
menyebabkan meningkatnya arus perpindahan manusia. 42 Hingga akhirnya pada tahun
2005, Indonesia dan Cina pun menandatangani sebuah perjanjian untuk melakukan
kemitraan strategis baik itu di bidang ekonomi, industri, sosial-budaya, maupun
pertahanan.
Meskipun Cina sekarang telah menjadi partner strategis Indonesia; Indonesia masih
menggunakan strategi wait and see untuk membangun hubungan dengan Cina pasca
revitalisasi, khususnya di bidang politik dan keamanan. Dibandingkan pendekatan
yang bersifat bilateral dengan Cina, Indonesia lebih banyak melakukannya dalam
kerangka kerjasama multilateral melalui ASEAN—khususnya ASEAN Regional
Forum. 43 Hal ini memberikan Indonesia semacam jaminan, bahwa pengaruh Cina dapat
dibendung terlebih dahulu di tingkat regional, sebelum akhirnya berdampak terhadap
politik dalam negerinya. Karena itu, Indonesia juga menjadikan politik di tingkat
kawasan sebagai salah satu fokus utama dari kebijakan luar negerinya.
B. Dampak Klaim Teritorial Cina di Laut Cina Selatan dalam Perspektif
Indonesia
Indonesia merupakan negara dengan wilayah geografis yang paling luas di Asia
Tenggara. Indonesia terletak pada 6° Lintang Utara dan 11° Lintang Selatan, dan
membentang sepanjang 95° Bujur Timur dan 141° Bujur Barat. Posisi tersebut
merupakan posisi yang signifikan secara strategis, karena berada di antara Samudera
Hindia dan Samudera Pasifik; dan memiliki dua selat terpenting dalam perdagangan
internasional, yaitu selat Malaka dan Selat Lombok. Secara geografis, Indonesia
berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan di utara. Hal tersebut membuat
Indonesia terapit di antara dua great power Asia Pasifik, yaitu Cina di utara dan AS di
selatan (via Darwin).
Posisi geografis tersebut membuat Jakarta sadar, bahwa keamanan nasionalnya
juga akan sangat bergantung terhadap stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan kawasan
di tingkat kawasan. Hal tersebut dapat dilihat dalam pidato Menteri Luar Negeri
Indonesia di Washington D.C., bahwa “Bagi Indonesia, dengan kondisi geografisnya
[yang berada di antara di jantung kawasan Asia Tenggara], masa depan kawsan IndoPasifik menjadi kepentingan utama Indonesia saat ini.” 44
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Gambar 1. Peta Indonesia
(Sumber: , “Jakarta’s Juggling Act: Balancing China and America in the Asia Pacific”, 2.)

Meskipun telah melakukan pengembalian hubungan dengan Cina, Indonesia masih
menyimpan beberapa kekhawatiran bahwa Cina akan menjadi ancaman bagi keamanan
nasionalnya dan kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dijabarkan ke dalam beberapa
faktor: Pertama, kekhawatiran mengenai serangan yang dilakukan PLA dari utara;
kedua, peran Cina dalam memicu instabilitas politik dalam negeri negara-negara Asia
Tenggara; dan terakhir; sengketa maritim di Laut Cina Selatan, di mana klaim Cina
turut memengaruhi stabilitas dan keamanan di perairan tersebut. 45 Sebenarnya, isu ini
telah berkembang sejak tahun 1970-an dan 1980-an, tetapi permasalahan di politik
domestik membuat Indonesia tidak mengambil posisi di dalam permasalahan ini.
Hanya saja, pada saat itu berkembang sebuah doktrin di badan militer, yang
mengkhawatirkan datangnya serangan dari great power dari arah utara—yang didasari
oleh peristiwa perang Pasifik pada tahun 1940-an. Serangan Cina ke Vietnam pada
tahun 1979 memperkuat pandangan ini. Serangan tersebut menunjukkan bahwa tidak
terutup kemungkinan bagi Beijing untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai
kepentingannya. Selain itu, Cina juga terlibat dalam lebih dari 17 bentrokan bersenjata
dalam Konflik Laut Cina Selatan sepanjang tahun 1974 hingga tahun 2002. 46
Tak mengherankan bahwa sifat agresif Cina di Laut Cina Selatan pada tahun 1990an membangkitkan kembali sentimen “ancaman Cina” di antara pembuat kebijakan
pertahanan dan kalangan militer di Indonesia. Buku putih Cina yang dikeluarkan pada
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tahun 1995 memberikan sebuah gambaran bahwa dengan kemajuan ekonomi,
teknologi, dan militernya, Cina mampu menjadi negara dengan kemampuan militer
yang terkuat di Asia. Jakarta sendiri telah mengasosiasikan agenda ekspanisonis Cina
di Laut Cina Selatan sebagai salah satu upayanya untuk mendominasi kawasan. Pada
tahun 1990-an, militer Indonesia bahkan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa “Cina
merupakan sebuah ancaman langsung bagi kedaulatan [Indonesia]. 47”
Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pendapat Budi Susilo Soepandji, Gubernur
Lembaga Pertahanan Nasional Indonesia, yang mengatakan bahwa Laut Cina Selatan
turut memberikan dampak terhadap Indonesia di tiga bidang, yaitu stabilitas ekonomi,
stabilitas politik regional, dan stabilitas keamanan. 48
Pada aspek ekonomi, konflik di Laut Cina Selatan akan memengaruhi Indonesia
secara langsung, khususnya pada tingkat produktivitas komditas energi dan kerjasama
ekonomi Indonesia dengan negara-negara great power dan Asia Tenggara. 49
Dari segi politik, kekhawatiran Indonesia dapat diringkaskan ke dalam sebuah
pertanyaan: Bagaimana sengketa di Laut Cina Selatan memengaruhi hubungan antar
negara-negara di Asia Pasifik? Semenjak ASEAN terbentuk pada masa pemerintahan
Presiden Soeharto, Indonesia berusaha untuk menempatkan Asia Tenggara sebagai
‘lingkar konsentrasi utama’ di dalam politik luar negerinya, dan ASEAN sebagai
sogokuru (cornerstone)-nya. 50Sementara itu, tak dapat dipungkiri bahwa sengketa Laut
Cina Selatan merupakan akar dari ketegangan Beijing-ASEAN selama lima dekade
terakhir. Hubungan diplomatik di antara negara-negara pengklaim sempat mengalami
kemajuan, semenjak Cina memutuskan untuk melaksanakan strategic pause, dan
mengubah pendekatan kebijakannya melalui jalur multilateral (dalam kerangka
ASEAN). Akan tetapisemenjak tahun 2011, konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan
menjadi semakin kompleks. Konflik tersebut tidak hanya melibatkan negara-negara
pengklaim, dan negara-negara intra kawasan saja; tetapi juga melibatkan great power
yang merupakan aktor ekstra-kawasan di Asia Pasifik. AS yang mulai memperkuat
basis pertahanannya di kawasan ini memberikan sebuah jaminan kepada negara-negara
Asia Tenggara akan keamanan dan stabilitas regionalnya. 51
Tindakan rebalancing AS, yang ditujukkan sebagai perimbangan kekuatan Cina di
Asia Pasifik, menjadi sebuah titik terang bagi negara-negara Asia Tenggara—yang
memiliki kekhawatiran atas dominasi kekuatan Cina di wilayahnya. Hanya saja
Indonesia khawatir rebalancing AS akan menjadi pisau bermata dua, yang berpotensi
menghadirkan
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intergovermental yang dianut oleh ASEAN, arah kebijakan masing-masing negara
anggota tak bisa diganggu gugat oleh pihak lain, khususnya karena negara-negara Asia
Tenggara sepakat untuk menganut prinsip non-intervensi di dalam politik luar
negerinya. Apabila polaritas terjadi di antara anggota ASEAN, maka hal tersebut
dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran integrasi regional, khususnya karena
ASEAN melaksanakan terbentuknya komunitas ASEAN pada tahun 2015. 53
Terakhir, dampak yang ditimbulkan oleh klaim Cina akan berpengaruh di bidang
keamanan. Sebegai negara maritim dan negara kepulauan, Indonesia memiliki
kekhawatiran khusus terhadap kenaikan kekuatan maritim Cina selama beberapa
dekade terakhir, khususnya mengenai intensi Cina yang sebenarnya di Asia Pasifik.
Berbeda dengan AS yang memiliki track record sebagai negara hegemon yang selama
ini menjaga stabilitas di kawasan Asia Pasifik; Cina menunjukkan indikasi perilaku
agresif dengan sejumlah klaimnya di wilayah Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur.
Pada tahun 1993, klaim Cina mencakup perairan yang mengelilingi wilayah kepulauan
Natuna, meskipun hal tersebut tidak direspon secara resmi oleh pemerintah Soeharto.
Hal itu juga yang kemudian mendorong Indonesia untuk mendeklarasikan bahwa Selat
Malaka, Kepulauan Andamar, dan Nicobar di Samudera Hindia merupakan prioritas
utama bagi keamanan Indonesia. Negara manapun yang dapat menguasai wilayah ini
dapat memiliki posisi tawar yang besar di dalam jalur perdagangan komersil di dunia
internasional; sehingga Jakarta pun percaya bahwa ketiga wilayah ini perlu dibebaskan
dari pengaruh negara-negara eksternal-kawasan untuk menjaga keamanan dan
kedaulatan nasional Indonesia. 54
Di sisi lain, engagement Cina terkait jalur-jalur pelayaran strategis di Indonesia
lebih banyak didasari oleh kepentingan perdagangan, karena perdagangan Cina ke
Indonesia dan Australia menggunakan tiga selat tersebut. Tetapi tak bisa dipungkiri
bahwa Cina juga melakukan upaya untuk menghambat pergerakan kapal-kapal perang
AS ke Laut Cina Selatan. Pada tahun 2002 lalu, Cina menandatangani kontrak dengan
pemerintah Indonesia untuk membangun sebuah jembatan besar yang menghubungkan
Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Rencananya, proyek pembangunan jembatan tersebut
akan mulai dilaksanakan pada tahun 2011. Dengan adanya jembatan tersebut,
pelayaran yang terjadi di Selat Sunda setidaknya akan lebih terkontrol, sehingga Cina
tak perlu mengkhawatirkan penempatan tak terduga yang dilakukan oleh AS. Cina juga
menawarkan diri untuk memasangkan radar di wilayah tersebut, sebagai salah satu cara
untuk memantau pergerakan kapal-kapal di wilayah Selat Sunda.55 56
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Permasalahan lain di bidang keamanan adalah arms build up yang terjadi di Laut
Cina Selatan.57 Perkembangan kekuatan militer negara-negara pengklaim di Laut Cina
Selatan, khususnya pada angkatan laut dan udara, menyebabkan naiknya standar
kekuatan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Naiknya standar kekuatan di
kawasan ini membuat Indonesia berpotensi untuk terjebak di dalam security dilemma58.
Saat ini, Indonesia masih merupakan negara dengan kekuatan militer terkuat di Asia
Tenggara.59 Akan tetapi, pada realitasnya, baik matra udara maupun matra laut di
Indonesia bahkan masih kekurangan alutsista untuk mengamankan teritorialnya
sendiri. TNI AL hanya memiliki 115 kapal, dan hanya 25 di antaranya yang dapat
beroperasi secara maksimal. Sementara itu, pesawat-pesawat tempur TNI AU
kebanyakan tidak dipersenjatai, dan digunakan untuk fungsi pengawasan. 60 Kenaikan
ini dapat menjadi sumber ancaman bagi Indonesia, sekaligus motif Indonesia untuk
mengikuti alur arms race yang ada di Laut Cina Selatan.Sejauh ini, Indonesia belum
melakukan penambahan jumlah persenjataan untuk merespon perlombaan senjatayang
terjadi di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi terdapat beberapa tindakan yang
dilakukan Indonesia sebagai reksi dari Multilateral Naval Excercise Komodo (MNEK)
2014 dilaksanakan di perairan Anambas dan Natuna, yang ditujukan untuk menjaga
stabilitas maritim di wilayah tersebut dan meningkatkan profesionalitas angkatan
bersenjata dalam penanggulangan bencana alam. Meskipun latihan ini difokuskan pada
peran militer dalam menanggulangi bencana, beberapa pengamat pertahanan Indonesia
melihat latihan ini sebagai salah satu respon Jakarta dalam menanggapi klaim Cina di
Laut Cina Selatan. Terlebih, Jakarta juga menyadari bahwa nine dashed line yang
menjadi dasar klaim Cina menyinggung wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna. 61
B. Keuntungan Hubungan diplomatik Cina-Indonesia bagi Indonesia
Indonesia menyadari bahwa terdapat beberapa keuntungan dalam menjalin
hubungan diplomatik dengan Cina, sehingga pada akhirnya Indonesia—yang semula
anti terhadap Beijing—memutuskan untuk mendekatkan diri kepada Cina dengan
menandatangani kerjasama kemitraan pada tahun 2005. Keuntungan dari kerjasama
kedua negara juga dapat dilihat sebagai salah satu alasan utama mengapa Indonesia
kemudian memutuskan untuk melakukan hedging terhadap kebijakan Cina di Laut
Cina Selatan. Hal yang didapatkan Indonesia dari kerjasama tersebut berkisar pada
aspek-aspek yang sama dengan ancaman yang ditimbulkan oleh klaim Cina di Laut
Cina Selatan, yaitu pada bidang ekonomi, politik, dan militer.
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Setelah revitalisasi hubungan diplomatik antara Cina dan Indonesia, hubungan
kedua negara dimulai dengan kerjasama di bidang ekonomi; khususnya di bidang
investasi, perdagangan, dan bantuan luar negeri. Cina sendiri baru dipandang sebagai
partner strategis di bidang ekonomi pada tahun 1980-an, ketika perekonomian Cina
mengalami kenaikan yang signifikan. 62 Kenaikan ekonomi Cina menggeser perspektif
ancaman dari Cina, dari yang semula bersifat militer menjadi ancaman yang bersifat
ekonomi. Akan tetapi pada tahun 1990-1998, Indonesia mulai merasakan dampak
positif dari pertumbuhan perekonomian Cina. Pada masa itu, ekspor Indonesia-Cina
mengalami kenaikan jumlah yang signifikan di bidang non-migas, dari 580 juta dolar
AS menjadi 1,32 milyar dolar AS—dengan neraca perdagangan surplus. 63
Sejak tahun 2010, semenjak ASEAN China Free Trade Area (CFTA) diberlakukan
di Indonesia, neraca perdagangan Cina menunjukkan nilai surplus terhadap Indonesia.
Tetapi meskipun Indonesia mengalami defisit dalam nilai ekspornya, secara
keseluruhan Indonesia masih mengalami keuntungan karena jumlah ekspor Indonesia
ke Cina meningkat dari tahun ke tahun. 64 Pada 2013, nilai ekspor Indonesia ke Cina
bahkan mencapai angka 42,9 milyar Dolar AS, sehingga menempatkan Cina sebagai
negara tujuan ekspor terbesar Indonesia. 65 Direktur Propmosi dan Pencitraan
Kementrian Perdagangan Indonesia, Marolop Nainggolan, bahkan berkata bahwa
Indonesia saat ini seharusnya meningkatkan fokusnya ke pasar Cina. Selain karena
Cina merupakan pasar terbesar di dunia (dengan penduduk sekitar 1,3 milyar orang,
mengalahkan Eropa dan AS), perekonomian Cina juga cenderung lebih stabil.
Diperkirakan, terdapat 184.000 masyarakat Indonesia di Cina yang memiliki aset
kurang lebih 10 milyar Dolar AS.66
Bidang investasi juga mengikuti pertumbuhan di bidang perdagangan. Pada tahun
2012, tercatat sebesar 141 juta Dolar AS dengan 190 proyek. Tahun 2013, Cina
kembali menanamkan investasi sebesar 32,8 milyar Dolar AS, yang ditandatangani
dalam sebuah Joint Venture Agreement oleh 23 perusahaan Cina.67
Selain itu, Cina juga membuktikan bahwa pihaknya merupakan partner yang lebih
terpercaya dibandingkan negara-negara lainnya. Pada pertengahan tahun 1997, ketika
Indonesia mengalami krisis finansial yang berkepanjangan, Cina merupakan salah satu
negara yang memberikan bantuan luar negeri untuk merevitalisasi kembali
perekonomian Indonesia. Cina memberikan pinjaman sebesar 400 milyar dolar AS
sebagai salah satu paket pinjaman IMF terhadap Indonesia, dan 200 milyar dolar
sebagai fasilitas kredit ekspor Indonesia ke Cina. Cina kembali memberikan bantuan
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luar negeri kepada indonesia di tahun 2004, ketika bencana Tsunami menimpa Aceh.
Cina memberikan bantuan cepat terhadap korban bencana sebesar 3 milyar dolar AS.
Beberapa bulan setelah itu, Perdana Menteri Cina Wen Jiabao menghadiri Special
ASEAN Leader’s Meeting pasca-gempa bumi dan Tsunami, dan menurunkan 60 juta
dolar bagi negara-negara yang terkena dampak Tsunami. Cina juga berjanji untuk
mendampingi negara-negara korban untuk melakukan rehabilitasi infrastruktur sebagai
program jangka panjangnya. 68
Kondisi pasar Cina yang menguntungkan, bertambahnya investasi Cina, dan
bantuan Cina di kala krisis; membuat Indonesia merasa lebih nyaman dalam
melaksanakan hubungan kerjasama dengan Cina, terutama apabila dibandingkan
dengan negara-negara Eropa dan AS. Selain itu, dari aspek negosiasi, sesama negara
Asia seperti Cina akan lebih banyak melakukan pendekatan yang bersifat informal, dan
tidak mementingkan keuntungan jangka pendek. Hal tersebut-lah yang kemudian
menyebabkan Indonesia menganggap Cina sebagai salah satu partner ekonominya
yang terpenting.
Selain keuntungan yang Indonesia dapatkan di bidang ekonomi; dengan menjalin
hubungan diplomatik dengan Cina, Indonesia juga mendapatkan beberapa manfaat di
bidang politik, baik itu di level nasional maupun regional. Pertama, hubungan
diplomatik dengan Cina membuat Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih besar
dalam isu-isu yang melibatkan Cina di Asia Tenggara. Sebelumnya telah dibahas
bahwa Indonesia sempat gagal menjalankan perannya sebagai perantara di dalam kasus
pelanggaran HAM di kamboja; karena Indonesia memiliki kesulitan untuk melakukan
engagement dengan Cina dan negara-negara komunis lainnya. 69 Hubungan baik yang
terjalin di antara Indonesia dan Cina selama beberapa tahun belakangan, telah
membantu Indonesia untuk mengambil peranan penting dalam isu-isu yang terjadi di
Asia Tenggara; termasuk ke dalamnya sengketa di Laut Cina Selatan. Terbukti bahwa
semenjak Indonesia mengembalikan hubungan diplomatiknya dengan Cina, Jakarta
mendapatkan kemudahan untuk melakukan pendekatan terhadap sejumlah elit-elit
politik di Beijing. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang
bertugas menjembatani perundingan di antara Cina dan ASEAN, dan bahkan
berkewajiban untuk membuat rancangan CoC di Laut Cina Selatan, sebagai upaya
untuk mencapai resolusi konflik.70
Keuntungan lain yang diperoleh Indonesia di bidang politik adalah terlaksananya
hal yang selalu dilakukan sejak awal pemerintahan Soekarno di Indonesia: yaitu
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menjaga perimbangan pengaruh pihak eksternal, baik itu di tingkat domestik maupun
di tingkat kawasan. 71 Semenjak dibekukannya hubungan Cina-Indonesia, keberadaan
Beijing dan pengaruh-pengaruhnya diberikan stigma negatif oleh pihak-pihak elit yang
ada di Jakarta. Hal tersebut menyebabkan pengaruh eksternal lainnya, termasuk
pengaruh AS, lebih mudah masuk berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Disamping
itu, kebencian rezim Soeharto terhadap Beijing dan komunisme mendekatkan elit-elit
Indonesia pada pemikiran yang cenderung “pro Blok Barat” di era Perang Dingin
(1970-an hingga 1991), di mana AS menyediakan bantuan militer yang ekstensif
terhadap Indonesia. Meskipun hubungan ini sempat terhenti pasca-konflik di Timor
Leste, hubungan Indonesia-AS kembali menguat pasca peristiwa 9/11 dan kunjungan
Presiden AS, Obama, ke Indonesia pada tahun 2010 lalu. 72 Karena itu, pengembalian
hubungan dengan Cina dianggap sebagai sesuatu yang baik, karena dapat memberikan
perimbangan pada pengaruh AS di dalam politik domestik Indonesia.
Sementara itu, di tingkat kawasan, negara-negara ASEAN juga berupaya untuk
menciptakan sebuah perimbangan antara pengaruh pihak-pihak eksternal di Asia
Tenggara (khususnya Cina dan AS). Belajar dari pengalaman sejarah di era
kolonialisme, negara-negara ASEAN memiliki stigma yang cenderung negatif terhadap
AS dan negara-negara Barat lainnya. Hampir seluruh negara di Asia Tenggara—
kecuali Thailand—pernah dikolonialisasi oleh pihak asing, sehingga menimbulkan
trauma tersendiri bagi negara-negara tersebut. Terlebih, beberapa perang perang besar
di kawasan Asia Pasifik, seperti Perang Vietnam dan Perang Pasifik, juga dipromotori
oleh AS dan sekutunya.73 Semenjak perekonomian dan militer Cina berkembang,
pengaruh Cina sebagai rising power mulai dirasakan oleh negara-negara ASEAN.
Adanya sebuah kekuatan great power baru di Asia membuat pengaruh AS dapat
diminimalisir di Asia Tenggara—begitu juga sebaliknya. Karena itu, negara-negara
ASEAN, khususnya Indonesia, memanfaatkan persaingan AS-Cina sebagai alternatif
untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara; yaitu dengan memastikan bahwa tak
ada pengaruh eksternal yang terlalu mendominasi di kawasan tersebut.74
Pada intinya, keuntungan Indonesia di bidang politik lebih banyak dimunculkan
oleh perimbangan dari persaingan pengaruh AS-Cina di kawasan Asia Tenggara. Hal
tersebut pada nantinya akan membantu negara-negara Asia Tenggara untuk
menciptakan dynamic equilibrium dan menghindari konflik antar sesama anggota
ASEAN.
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Kerjasama dengan Cina juga menghasilkan keuntungan bagi Indonesia di bidang
keamanan. Indonesia tidak hanya sadar bahwa Cina merupakan penyeimbang kekuatan
AS, tetapi juga merupakan pemasok senjata yang lebih terpercaya dibandingkan
negara-negara Barat.75 Semenjak kerjasama strategis di tahun 2005, kedua negara lebih
banyak melakukan kegiatan latihan bersama, pertukaran perwira, bahkan transaksi dan
pengembanga teknologi persenjataan. Perlahan-lahan teknologi persenjataan Cina
mendapatkan tempat di dalam militer Indonesia, dan ada kemungkinan di masa depan
untuk melakukan produksi bersama teknologi persenjataan di Indonesia. Sebagai
gantinya, Indonesia juga melihat Cina sebagai pasar dari senapan otomatis SS-2 yang
diproduksi secara domestik di Indonesia. 76
Meningkatnya hubungan militer kedua negara didorong oleh adanya kebutuhan
untuk melakukan modernisasi terhadap peralatan militer Indonesia yang sudah mulai
menua. Selain itu, Indonesia perlu memastikan bahwa Indonesia memiliki pemasok
senjata dari pihak-pihak yang beragam, setelah menambil pengalaman dari embargo
senjata yang dilakukan oleh AS di tahun 1999. Selain itu, kedekatan Indonesia-Cina di
bidang militer juga dilakukan untuk mendapatkan perhatian Washington di bidang ini.
Singkatnya hubungan kerjasama militer yang dilakukan oleh Indonesia dengan Cina
tidak disertai dengan kepercayaan yang tulus, ataupun pengakuan mengenai intensi
damai Cina di Laut Cina Selatan. Hubungan ini lebih banyak dilaksanakan secara
pragmatis, mengingat Indonesia masih menyimpan kecurigaan atas ekspansi wilayah
Cina di Laut Cina Selatan. 77
Karena itu, kedekatan militer Indonesia dengan Cina juga diharapkan dapat
menjadi saah satu faktor bagi Beijing untuk mempertimbangkan ulang kebijakankebijakannya yang bersifat Agresif—khususnya yang menyinggung kepentingan
Indonesia di dalamnya. Kerjasama di bidang keamanan menjadi salah satu cara Jakarta
untuk meyakinkan Beijing bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang
memiliki kebijakan “ramah Cina” di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut membuat
Cina lebih mudah dalam memercayai Indonesia, khususnya di dalam forum-forum
regional (perumusan CoC, ARF, dan AMM), sebagai sebuah negara yang dapat
dipercaya dan memiliki posisi netral di ASEAN.
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Analisis Strategi Hedging Indonesia terhadap Klaim Teritorial Cina atas Laut
Cina Selatan
Pandangan Indonesia terhadap klaim teritorial Cina tidak dapat dilihat secara
parsial, tanpa mempertimbangkan aspek sejarah yang sempat terjadi di antara kedua
negara. Hingga kini, peristiwa yang terjadi pada politik domestik Indonesia di tahun
1960-an membuat Indonesia memiliki trauma tersendiri terhadap pengaruh Beijing di
dalam politik domestik Indonesia. Tidak mengherankan bahwa pandangan Indonesia
mengenai Cina terbagi dua menjadi “anti-Cina” dan “pro-Cina”, meskipun revitalisasi
hubungan kedua negara telah dilaksanakan.
Meskipun setelah berakhirnya Perang Dingin kepentingan Beijing untuk
menyebarkan paham komunisme tak lagi ada; pihak militer, golongan Muslim, dan
kelompok-kelompok nasionalis di Indonesia hingga kini masih mewaspadai
kemungkinan bahwa pengaruh Beijing dapat memicu kembali tumbuhnya kelompok
berbasis komunis di Indonesia. Terlebih, Cina kembali muncul sebagai sebuah
ancaman dalam bidang yang berbeda. Bagi beberapa elit pemerintahan dan militer
Jakarta, kebijakan-kebijakan ekspansi wilayah Cina di Asia menjadi peringatan
mengenai adanya “ancaman” dari agresivitas Cina di level kawasan. Klaim di Laut
Cina Selatan merupakan salah satu klaim yang menjadi perhatian Indonesia; karena
selain letak geografisnya yang dekat (berada di utara wilayah Indonesia, dan
menyinggung sebagian kecil teritorial Indonesia di perairan Natuna), konflik ini juga
melibatkan negara-negara ASEAN yang merupakan fokus utama dari politik luar
negeri Indonesia semenjak pemerintahan Soeharto. Upaya ekspansi teritorial Cina pada
akhirnya menambah isu-isu sensitif Indonesia terhadap Beijing, selain adanya upaya
penguasaan politik dalam negerinya.
Di samping adanya kewaspadaan Indonesia terhadap Cina, terdapat juga beberapa
kalangan yang optimis terhadap hubungan Cina-Indonesia. Pemerintah (khususnya
Departemen Luar Negeri Indonesia) dan kalangan bisnis melihat bahwa pengembalian
hubungan dengan Cina merupakan sebuah kesempatan yang baik bagi kedua negara,
baik itu di dalam bidang politik, ekonomi, maupun keamanan. Selama lebih dari dua
dekade terakhir, Indonesia dapat turut menikmati dampak dari perkembangan
perekonomian Cina yang pesat, khususnya di bidang perdagangan dan investasi.
Perkembangan ekonomi Cina juga menyebabkan Cina berhasil mengembangkan
industri persenjatan yang mutakhir, sehingga Indonesia memiliki pilihan pemasok
senjata baru dengan harga yang lebih terjangkau.
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Dari segi politik, Indonesia berhasil menjadi salah satu pihak yang menjembatani
negara-negara ASEAN dan Cina di dalam berbagai perundingan mengenai kasus Laut
Cina Selatan; dan juga menjadi negara pertama yang dipercaya untuk membuat
rancangan CoC di Laut Cina Selatan. Di sisi lain, kalangan bisnis juga merasakan
keuntungan yang besar dari pengembalian hubungannya dengan Cina. Hingga saat ini,
Cina menjadi salah satu negara partner Indonesia yang memiliki kontribusi besar bagi
pembangunan perekonomian nasional.
Melihat dua pandangan yang bertentangan di atas, memilih salah satu respon
tradisional seperti balancing dan bandwagoning akan menutup sebagian kemungkinan
yang dimiliki Indonesia di dalam menghadapi ancaman Cina di Laut Cina Selatan.

Bagan 1. Skenario Respon Balancing dan Bandwagoning Indonesia terhadap Cina
Balancing
Pure
Balancing
Indonesia

Indirect Balancing

Bandwagoning
Limited

Pure

Bandwagoning

Bandwagoning

Aliansi dengan

Menjalin hubungan

Kerjasama intensif

Aliansi dengan

AS

baik dengan AS

dengan Cina

Cina

MENJAUHI CINA

MENDEKATI CINA

Apabila Indonesia kemudian menganggap Cina sebagai imminant threat dan
memutuskan untuk melakukan balancing, maka skenario yang akan diperoleh adalah
pembentukan aliansi Indonesia dengan AS, sebagai negara ekstra kawasan yang
memiliki kemampuan untuk menyaingi kekuatan politik, militer, dan ekonomi Cina.
Pilihan ini akan membuat Indonesia dianggap sebagai negara yang “anti-Cina”
sehingga menghambat kemungkinan untuk menjalin kerjasama lebih lanjut dengan
Cina, di berbagai bidang yang telah disepakati pada kerjasama kemitraan kedua negara
di tahun 2005. Indonesia tidak akan sanggup kehilangan pasar ekspor sebesar 42,9
milyar ASD, dan sejumlah besar investasi asing yang ditanamkan Cina di Indonesia.
Selain itu, Indonesia juga akan kehilangan kredibilitasnya sebagai negara penjembatan
antara ASEAN dan Cina di dalam forum-forum regional, dan kehilangan kepercayaan
dari sebagian negara ASEAN yang melakukan limited bandwagoning terhadap Cina
seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos. Melakukan balancing terhadap Cina bukan
merupakan pilihan yang paling menguntungkan bagi Indonesia.
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Sebaliknya, apabila kemudian Indonesia mementingkan keuntungan yang
diperoleh dari kerjasamanya dengan Cina, dan memutuskan untuk melakukan
bandwagoning dengan Cina, maka Indonesia pun harus mengakui bahwa negaranya
merupakan pihak yang inferior di dalam kerjasama tersebut. Hal tersebut berpotensi
melemahkan kedaulatan Indonesia, dan memungkinkan pengaruh Beijing kembali
masuk dalam politik luar negeri Indonesia—hal yang selama ini menjadi kekhawatiran
Jakarta terhadap revitalisasi kerjasama Cina-Indonesia. Selain itu, hal tersebut juga
akan memengaruhi perspektif negara-negara ASEAN terhadap Indonesia, karena Cina
merupakan pihak yang dianggap sebagai potensi ancaman bagi mayoritas negaranegara tersebut, khususnya yang terlibat langsung dalam sengketa di Laut Cina
Selatan. Sama seperti pilihan balancing, strategi bandwagoning juga pada akhirnya
akan menurunkan kredibilitas Indonesia sebagai salah satu negara besar yang paling
berpengaruh di ASEAN. Karena itu, balancing dan bandwagoning bukan merupakan
sebuah pilihan strategi yang memungkinkan bagi Indonesia.
Adapun, strategi balancing atau bandwagoning yang dapat dilakukan bukan
merupakan strategi tradisional yang murni, tetapi indirect balancing dan limited
bandwagoning yang merupakan bentuk halus dari kedua strategi tersebut. Kedua
strategi tersebut, meskipun memperlihatkan kecondongan politiknya ke suatu arah,
tetap tidak menutup kemungkinan bahwa negara yang melakukannya tetap memilih
opsi lain dalam menentukan arah kebijakannya. Seperti yang dituliskan oleh Le Hong
Hiep, bahwa “hedging dapat dilakukan suatu negara melalui berbagai cara, selama cara
tersebut masih di luar kerangka balancing atau bandwagoning yang murni”. 78 Untuk
menghadapi klaim Cina, Indonesia sendiri pada saat ini tengah melaksanakan indirect
balancing dengan AS sebagai salah satu bentuk hedging-nya dengan Cina.
Hedging, di sisi lain, hadir sebagai sebuah strategi yang bersifat lebih fleksibel,
dan menyediakan lebih banyak opsi bagi Indonesia dalam berhubungan dengan Cina,
negara-negara Asia Tenggara, maupun negara-negara ekstra kawasan yang lainnya.
Hedging memungkinkan Indonesia untuk tetap menjalin hubungan baik dengan Cina
melalui pragmatisme ekonomi dan binding engagement; dan di saat yang bersamaan
juga melakukan resistensi melalui tindakan indirect balancing dan juga dominance
denial. Hal tersebut menyebabkan Indonesia masih bisa menikmati keuntungankeuntungan dari kehadiran Cina sebagai great power ekonomi dan keamanan di
kawasan; tanpa merusak hubungan baiknya dengan negara hegemon yang ada saat ini,
yaitu AS.
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Selain itu, dapat dilihat bahwa perspektif negatif Indonesia mengenai klaim Cina
melibatkan tiga faktor yang sama dengan keuntungan yang ditimbulkan oleh kerjasama
dengan Cina. Setiap permasalahan dan keuntungan tersebut pun berhubungan satu
sama lain.
Sebagai contoh, Indonesia khawatir jika naiknya tensi di Laut Cina Selatan akan
menghambat kegiatan perekonomian di Asia Tenggara. Kerjasama yang dilakukan oleh
Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya dengan Cina secara tak langsung
mencegah permasalahan-permasalaan tersebut terjadi dengan beberapa cara: pertama,
kerjasama Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan Cina akan
menghambat meningkatnya tensi yang diakibatkan oleh sengketa Laut Cina Selatan.
Kedua, kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dan Cina mencakup ke
dalam sektor energi ,khususnya di Natuna, sehingga Cina akan lebih berhati-hati dalam
melancarkan klaimnya di wilayah tersebut. Ketiga, Indonesia merupakan salah satu
negara yang menjadi partner dagang terbesar Cina—yang berarti komoditas-komoditas
Cina pun diangkut melalui jalur pelayaran di Laut Cina Selatan, sehingga mau tidak
mau Cina dampak dari kenaikan tensi di Laut Cina Selatan juga akan memengaruhi
baiaya perdagangan antara Indonesia dan Cina.
Hal yang sama juga terjadi di bidang politik. Indonesia khawatir bahwa klaim Cina
yang agresif akan menimbulkan polaritas di antara anggota ASEAN. Akan tetapi,
melalui sistem omni-enmeshment yang diterapkan oleh negara-negara ASEAN,
hubungan baik dengan Cina membantu Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya
menciptakan sebauh dynamic equilibrium antara kekuatan-kekuatan eksternal yang ada
di Asia Pasifik. Negara-negara ASEAN melakukan engaging terhadap Cina semenjak
tahun 1970-an (bertepatan ketika Cina melaksanakan strategic pause di Laut Cina
Selatan), dan berhasil membangun hubungan baik dengan Cina di berbagai forum dan
institusi regional. Indonesia sendiri baru memulai hubungan baik dengan Cina di tahun
1990, dan sejak saat itu intensitas hubungan di antara kedua negara terus meningkat.
Selain itu, hubungan dengan Cina juga memudahkan Indonesia untuk melibatkan Cina
di dalam forum-forum yang ditujukan untuk sarana resolusi konflik di Laut Cina
Selatan, sehingga Cina menjadi lebih mudah dibendung bagi Indonesia dan negaranegara ASEAN lainnya.79
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Tabel 2. Perbandingan Perspektif Indonesia terhadap Klaim Cina dan Manfaat
Kerjasama Indonesia

Perspektif
Indonesia
Terhadap Klaim
Cina

Ekonomi

Politik

1. Instabilitas kawasan di Asia

1. Kekhawatiran atas

Keamanan
1.

Adanya upaya

Pasifik dikhwatirkan dapat

terjadinya polaritas

penguasaan jalur

mengganggu kegiatan

politik di antara

pelayaran (yang

perdagangan Indonesia

negara-negara

berada di dalam

dengan negara-negara yang

ASEAN yang dapat

teritorial Indonesia)

terlibat konflik.

mengakibatkan

ole pihak asing.

2. Proses distribusi produk

instabilitas politik di

melalui jalur Laut terhambat

2.

Asia Tenggara.

Terjadinya arms build
up di kawasan Asia

karena menegangnya

Tenggara merespon

keadaan di Laut Cina

superioritas Cina di

Selatan.

matra laut dan matra

3. Klaim Cina di Laut Cina

udara.

Selatan menghambat

3.

Penarikan garis nine-

kelancaran eksplorasi energi

dashed line yang

di kepulauan Natuna.

menyinggung
kepulauan Natuna.

Manfaat
kerjasama
Indonesia-Cina
bagi Indonesia

1. Indonesia memanfaatkan

1.

Hubungan diplomatik 1.

Mudahnya akses

pertumbuhan ekonomi Cina

dengan Cina

pembelian senjata

sebagai rising power di

mempermudah

murah, dan

kawasan Asia Pasifik

Indonesia

pengembangan

(khususnya dalam hal

memperoleh peranan

teknologi alutsista

perdagangan, investasi, dan

penting sebagai

bagi Indonesia.

bantuan luar negeri)

penjembatan dalam

2.

2.

Kerjasama menjadi

resolusi konflik di

sebuah fungsi kontrol

Asia Tenggara yang

Indonesia untuk

melibatkan Cina

mengurangi

(termasuk sengketa

keberadaan militer

LCS)

Cina sebagai ancaman.

Pengaruh Cina dapat
menjadi penyeimbang
pengaruh negaranegara Barat di dalam
politik domestik
Indonesia maupun
politik Asia
Tenggara.
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Karena itu, hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dan Cina menjadi
penting—tak hanya untuk membendung kekuatan Cina di tingkat nasional saja, tetapi
juga membendung kekuatan Cina, khususnya dalam sengketa Laut Cina Selatan.
Terakhir, dari segi pertahanan, Indonesia juga memiliki kekhawatiran akan
spillover effect dari sengketa Laut Cina Selatan, perkembangan kekuatan maritim dan
udara di Asia Tenggara, serta masuknya Cina ke teritorial Indonesia di kepulauan
Natuna. Meskipun engagement dengan Cina di bidang keamanan tidak bisa menjawab
seluruh permasalahan tersebut, tetapi setidaknya hal tersebut dapat meminimalisir
kemungkinan bahwa Indonesia dianggap sebagai pihak yang melawan Cina. Selain itu,
kerjasama ini juga

mempermudah Indonesia memperoleh persenjataan dan

pengembangan teknologi militer untuk mengikuti arus perkembangan kekuatan di Asia
Tenggara—terutama karena Cina menyediakan harga senjata dan teknologi militer
yang jauh lebih terjangkau dibandingkan negara AS ataupun Rusia.
Dari ketiga faktor tersebut, Indonesia mempertimbangkan bahwa keuntungan yang
diperoleh dari kerjasama dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh klaim
Cina di Laut Cina Selatan. Hal tersebut menjadi saling memengaruhi, sehingga
Indonesia tidak dapat menolak fakta bahwa engagement terhadap Cina memegang
peranan penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Hal tersebut-lah yang kemudian
menjadi pertimbangan utama Indonesia untuk tetap meneruskan hubungan
diplomatiknya dengan Cina—meskipun sesungguhnya Indonesia memandang Cina
sebagai sebuah ancaman, karena Cina menunjukkan intensi agresif di sengketa Laut
Cina Selatan dan Cina belum bisa menunjukkan reliabilitasnya sebagai rising power—
tetapi tetap mengakui AS sebagai hegemon dan pihak eksternal yang mampu menjaga
ketertiban di wilayah Asia Pasifik.
Pada akhirnya, hedging menjadi salah satu strategi yang paling rasional bagi
Indonesia dalam menghadapi klaim Cina saat ini. Sifatnya yang fleksibel membuat
Indonesia dapat merubah posisinya sewaktu-waktu. Apabila salah satu pihak—baik
Cina maupun AS—di masa depan dikategorikan sebagai sebuah ancaman, maka
Indonesia dapat dengan mudah kembali ke strategi balancing atau bandwagoning,
sesuai dengan keadaan yang ada.
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Kesimpulan
Dalam menghadapi klaim Cina di Laut Cina Selatan, Indonesia cenderung berhatihati dalam menentukan arah kebijakan politiknya. Indonesia berusaha untuk tetap
mengakui AS sebagai sebuah hegemon yang mampu menjaga perdamaian kawasan;
tetapi juga berusaha untuk mengatasi ancaman dari naiknya kekuatan Cina dengan cara
yang damai, khususnya melalui jalur engagement, karena Indonesia memiliki
kepentingan di bidang ekonomi, politik dan pertahanan terhadap Cina

. Untuk itu,

Indonesia pun memberlakukan seperangkat kebijakan dan politik luar negeri yang
diidentifikasikan sebagai sebuah strategi hedging terhadap klaim Cina di Laut Cina
Selatan.
Perilaku hedging Indonesia dilakukan dengan menerapkan beberapa kebijakan,
diantaranya 1) pragmatisme ekonomi, melalui kerjasama Indonesia dan Cina di bidang
perdagangan dan investasi, 2) indirect balancing, yang dilakukan Indonesia dengan
cara membangun hubungan kerjasama militer dan keamanan dengan Amerika Serikat,
3) dominance denial, di mana Indonesia menolak adanya pengaruh Beijing di
Indonesia tanpa adanya pengaruh kekuatan besar lainnya yang dapat memberikan
perseimbangan, dan 4) Binding engagement melalui kerjasmaa strategis antara
Indonesia dan Cina pada tahun 2005.
Hedging dipilih oleh Indonesia karena memiliki sifat yang lebih fleksibel,
sehingga dapat mengakomodir kepentingan semua pihak yang ada di Indonesia. Selain
itu strategi hedging membuat middle power seperti Indonesia memiliki lebih banyak
pilihan dalam menghadapi negara great power seperti Cina. Di satu sisi, Indonesia
tetap bisa menikmati keuntungan dari kerjasamanya dengan Cina; sementara di sisi
lain, Indonesia juga dapat terus menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan upaya
pengamanan nasionalnya—termasuk ke dalamnya menjaga stabilitas politik dan
keamanan di kawasan Asia Tenggara. Apabila sewaktu-waktu konstelasi politik di
Asia Pasifik mengalami perubahan, Indonesia selalu dapat mengubah strateginya ke
balancing ataupun bandwagoning sesuai dengan keadaan yang terjadi.
Pada akhirnya, strategi ini merupakan tindakan yang paling rasional yang bisa
dilakukan oleh Indonesia saat ini, khususnya setelah mempertimbangkan aspek politik
dalam dan luar negeri, keamanan dan geopolitik, serta kebutuhan ekonomi Indonesia
terhadap Cina.
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